PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JI. Awang Long No.1 Kota Bontang
Telp. (0548) 26606 Fax. ( 0548 ) 29007 Website : disdukcapil. bontangkota.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BONTANG
NOMOR & TAHUN 2023

TENTANG
PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BONTANG

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BONTANG

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang
dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima
oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan
penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang
berkaitan dengan kepentingan publik;

b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat
dipertanggung jawabkan perlu dikelola secara optimal
dan didukung dengan dokumen yang lengkap, akurat
dan factual serta media yang tepat sebagai sarana
pelayanan informasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
PPID Pembantu dalam suatu keputusan Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun
1999 Tentang pembentukan Kabupaten Malinau,
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat,
Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang pembentukan

Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten




Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 74, Tambahan Lembaran negara Republik
Indonesia Nomor 3962);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61
Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Kertebukaan Informasi Publik;

Peraturan Daerah Pemerintah Kota Bontang Nomor 2
Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Pemerintah Kota Bontang nomor 5 tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor
2 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
05/SE/M.KOMINFO/07/2011 tentang : Penerapan Tata
Kelola Keamanan Informasi Bagi Penyelenggara
Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi Kementerian Dalam  Negeri dan



Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

Pemerintahan Daerah;

1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
Tentang standar Layanan Informasi Publik;

2. Peraturan Walikota Bontang Nomor 49 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Bontang;

MEMUTUSKAN :

Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Pembantu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Bontang dengan susunan sebagaimana dalam
Lampiran Keputusan ini.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU,

mempunyai tugas:

a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab,
tugas, dan kewenangannya,;

b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID
Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali
atau sesuai kebutuhan;

c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan
dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan
informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi
secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan
prinsip- prinsip pelayanan prima;

e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan
dan data lingkup komponen di lingkungan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang
masing- masing menjadi bahan informasi publik; dan

f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis
dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID

Utama secara berkaladansesuaidengankebutuhan.



KETIGA : Segala biaya yang muncul akibat ditetapkannya keputusan
ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Pemerintah Kota Bontang.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Bontang ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang
_pada tanggal, 20 Februari 2023
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Tembusan disampaikan kepada Yth:

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang

Sekretaris Daerah Kota Bontang

Inspektur Daerah Kota Bontang

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pejabat yang bersangkutan.
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Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Nomor : § Tahun 2023
Tanggal : 20 Februari 2023
Tentang . Struktur Susunan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Bontang

PERSONIL STRUKTUR ORGANISASI
SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

PEMBANTU

PENANGGUNG JAWAB ]
KEPALA DINAS J
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[ ADMIN PPID PEMBANTU J
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KETUA
SEKRETARIS
SEKRETARIS

KABID PIAK & PEMANFAATAN

1. KASUBBAG PERENCANAAN

2

3.

DAN KEUANGAN
KASUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

ANALIS KEBIJAKAN AHLI
MUDA/SUBKOORD SEKSI
PENGELOLAAN INFORMA
SI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

ANALIS KEBIJAKAN AHLI
MUDA/SUBKOORD SEKSI
KERJASAMA DAN INOVASI
PELAYANAN

ANALIS KEBIJAKAN AHLI
MUDA/SUBKOORD SEKSI
PINDAH DATANG DAN
PENDATAAN PENDUDUK
ANALIS KEBIJAKAN AHLI
MUDA/SUBKOORD SEKSI
IDENTITAS PENDUDUK
ANALIS KEBIJAKAN AHLI
MUDA/SUBKOORD SEKSI
PERKAWINAN,
PERCERAIAN, PERUBAHAN
STATUS ANAK DAN
PEWARGANEGARAAN
ANALIS KEBIJAKAN AHLI
MUDA/SUBKOORD SEKSI
KELAHIRAN DAN
KEMATIAN

JABATAN FUNGSIONAL /




Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Nomor : 5 Tahun 2023
Tanggal : 20 Februari 2023
Tentang : Susunan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BONTANG

o A

Penanggung Jawab : Kepala Dinas

Ketua : Sekretaris

Sekretaris : Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data

Anggota : L.
2,
3.

Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Analis Kebijakan Ahli Muda/Subkoord Seksi
Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan

Analis Kebijakan Ahli Muda/Subkoord Seksi
Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

Analis Kebijakan Ahli Muda/Subkoord Seksi
Pindah Datang dan pendataan penduduk
Analis Kebijakan Ahli Muda/Subkoord Seksi
Identitas Penduduk

Analis Kebijakan Ahli Muda/Subkoord Seksi
Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak
dan Pewarganegaraan

Analis Kebijakan Ahli Muda/Subkoord Seksi
Kelahiran dan Kematian

Jabatan Fungsional

5. Sekretariat : Admin. PPID Pembantu




